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LAMPUNG kembali dihebohkan fakta bahwa 65% penduduknya
miskin (2008). Fakta ini berdasar pada pendataan BKKBN Provinsi
Lampung; ada 4,81 juta penduduk masuk kategori miskin, yaitu
keluarga prasejahtera (PS) dan keluarga sejahtera 1 (KS 1). Keluarga
PS sebanyak 38% dan KS 1 sebanyak 26%.

Hal yang harus dicatat, jumlah penduduk miskin ini meningkat dari
tahun sebelumnya (2007). Ini menunjukkan kemiskinan yang makin
berat karena keluarga PS meningkat sedangkan KS 1 justru turun.

Hal ini bukan hanya dirasakan Lampung, bahkan secara nasional
diperkirakan jumlah penduduk miskin bertambah pada 2009.
Sebenarnya kemiskinan di Lampung sudah lama disadari bahkan
sudah pula dicanangkan penanggulangannya.

Hal inilah seharusnya yang perlu dicermati mengapa kemiskinan
terus meningkat sejalan dengan program penanggulangannya.
Setidaknya ini menyiratkan kapasitas pengembangan ekonomi tidak
mampu mengimbangi penambahan beban ekonomi.

Bila kita telaah lebih mendalam, ternyata beban ekonomi bisa berasal
dari bertambahnya jumlah anggota keluarga tidak diimbangi dengan
peningkatan pendapatan. Ini berarti ada pertumbuhan penduduk
yang tinggi dan ini memang terjadi, yaitu pertumbuhan penduduk
Lampung masih 2,5% per tahun (2007).
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Namun, pertambahan penduduk tidak hanya berasal dari kelahiran
(pertumbuhan penduduk alami), tapi juga karena pendatang
(pertumbuhan penduduk migrasi). Berarti peningkatan penduduk
miskin bisa juga berasal dari pendatang.

Kita tahu selama ini Lampung memang menjadi daerah tujuan
transmigrasi. Sebab itu, sejak tahun 1980-an, Lampung sudah
menutup diri sebagai daerah penerima transmigrasi.

Masalahnya program transmigrasi boleh berhenti, tapi secara mandiri
hal ini sulit dihindari. Hal ini patut mendapat perhatian karena
bukan saja menjadi beban ekonomi daerah, melainkan jadi beban
lingkungan. Sebab, daerah-daerah konservasi terus dirambah dan
diduduki.

Dengan demikian, menjadi wajar bila kerusakan hutan di Lampung
mencapai sekitar 70%.

Untuk memecahkan masalah, kita harus tahu apa masalahnya.
Inilah yang sering menjadi kelemahan, yaitu sering sangat pragmatis
sehingga lebih mengutamakan apa yang bisa dilakukan tanpa lebih
dahulu memahami masalahnya. Apalagi masalah kemiskinan sangat
kompleks, bisa berasal dari orangnya, lingkungannya bahkan dari
struktur sosial-ekonomi.

Artinya kondisi kemiskinan bisa sama, yaitu kurang pangan, rumah
tidak layak huni, pakaian minim. Akibatnya kesehatan buruk,
pendidikan rendah, pola hidup tidak manusiawi. Secara sosial
terpinggirkan dan secara ekonomi tidak produktif. Tapi faktor
penyebabnya bisa sangat beragam, mulai faktor wilayah, tingkat
perkembangan ekonomi-sosial, tradisi yang melembaga dll.

Memang yang paling mudah menanggulangi akibat kemiskinan.
Berikan mereka bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan
dll. yang menjadi kebutuhan dasar tapi tidak dapat dipenuhi.

Masalahnya, Ini tidak mengurangi kemiskinan walau dapat
mengurangi beban orang miskin. Program penanggulangan ini
bersifat sepihak (parsial) karenanya tidak mencukupi. Meski
demikian, program ini tetap diperlukan dan harus bersifat sementara.
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Program penanggulangan kemiskinan harus menyeluruh, terpadu,
dan menyentuh faktor-faktor penyebab. Harus dapat mengurangi
beban ekonomi keluarga miskin. Faktor utamanya antara lain
pendapatan dan biaya hidup.

Harus ada program perbaikan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan
dengan menciptakan lapangan Kkerja atau mendorong mereka
menciptakan pekerjaan sendiri. Akibat krisis finansial global Kini
rasanya sulit melakukan ini. Bahkan, beban akan bertambah berat
karena diperkirakan ada sekitar 600 ribu orang yang pulang dari luar
negeri sebagai tenaga kerja Indonesia karena pemutusan hubungan
kerja. Belum lagi akan ada pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Secara nasional pelambatan 1% pertumbuhan ekonomi setara
dengan berkurangnya kemampuan menciptakan lapangan kerja 300
ribu orang. Dengan asumsi beban tanggungan 4 orang, berarti akan
ada 1,2 juta orang yang kesulitan dan berpotensi menjadi miskin.

Perbaikan pendapatan dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas
harga terutama saat panen. Sebagian besar orang miskin berada di
perdesaan dengan pekerjaan utama bertani (buruh tani).

Panen adalah saat petani memperoleh pendapatan, tapi justru pada
saat yang bersamaan harga hasil pertanian turun. Hal ini sebagai
akibat bekerjanya mekanisme pasar, yaitu interaksi antara
penawaran dan permintaan. Artinya, tanpa "intervensi' maka petani
hampir tidak mungkin menerima harga "normal” dalam menjual hasil
panennya. Di sisi lain petani tidak mungkin menunda penjualan hasil
panennya karena itulah saatnya mereka memperoleh pendapatan
yang selama ini sudah ditunggu-tunggu.

Apakah selama ini belum ada program ke arah itu, tentu saja sudah.
Sekali lagi, sejauh mana efektivitas programnya, apalagi program
yang ada cenderung bersifat nasional dan tidak terintegrasi dengan
program daerah.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan produktivitas. Dalam
hal ini persoalan makin rumit karena masalah distribusi pupuk, bibit
palsu, dan alam yang tidak bersahabat (banjir dan kering).

Memang tidak mudah dan membutuhkan proses panjang sehingga
perlu waktu. Inilah yang membuat program penanggulangan
kemiskinan menjadi rumit karena Kkita tidak sabar ingin melihat
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hasil. Akibatnya hasil yang kita pilih berupa pelaksanaan kegiatan
yang bersifat instan (cepat terlihat) karena hasil sebagai dampak dari
kegiatan membutuhkan waktu untuk mengetahuinya.

Dimensi lain dari penanggulangan kemiskinan adalah menekan biaya
hidup. Sebenarnya juga sudah banyak yang dilakukan seperti subsidi
BBM, listrik, pupuk, dll., tapi masih konsumtif. Harus ada yang
bersifat produktif misalnya dengan pengolahan biomassa dari limbah
atau menghasilkan bahan bakar melalui produksi sendiri dengan
memanfaatkan hasil pertanian, seperti, jarak, dll.

Mengapa kemiskinan terus meningkat? Kita jangan mendebatkan
jumlah orang miskin yang berbeda menurut sumbernya karena
masing-masing punya kriteria dan metode sendiri-sendiri. Terlepas
dari perbedaan itu, orang miskin itu ada dan masih banyak
jumlahnya. Persoalan kita, bagaimana menguranginya.

Satu hal yang harus kita cermati, penanggulangan kemiskinan
bersifat kompleks dan lintas sektoral/bidang. Sebab itu,
penanggulangan kemiskinan harus terpadu dalam satu naungan
program dan pelaksanaan. Selama ini penanggulangan dilakukan
secara sektoral melalui dinas instansi. Cara ini mungkin sudah harus
diubah karena bersifat parsial. Mungkin sudah harus dimulai model
penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui perencanaan
khusus. Untuk itu memang harus ada penanggung jawab dan
pengelolanya.

Inisiatif model ini sudah pernah didorong untuk dilaksanakan di
Lampung pada tahun anggaran 2007 ketika kemiskinan dicanangkan
sebagai prioritas pembangunan. Mungkin dalam hal ini kita bisa
belajar dari Muhamad Yunus, penerima nobel bidang ekonomi dari
Bangladesh. Menurut Yunus, tidak ada alasan masyarakat masih
tetap miskin. Problemnya hanya satu, yaitu manajemen, bukan
kurang sumber daya.

Untuk itu, bangun manajemen penanggulangan kemiskinan. Dapat
diawali dengan menyusun perencanaan penanggulangan kemiskinan
dalam periode tertentu, kemudian menetapkan penanggung jawab
dan pengelolanya.

Tidak harus dalam bentuk kelembagaan yang formal dan permanen,
yang penting adanya pemegang kendali sehingga program bisa
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didistribusikan secara proporsional kepada dinas-instansi dan
dilaksanakan secara efektif serta termonitor dengan baik. Dengan
demikian, peningkatan program penanggulangan kemiskinan bisa
dipacu dan dapat dievaluasi tingkat capaiannya sehingga

memudahkan untuk disesuaikan dengan rencana yang sudah
disusun




